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BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR, 30 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PEMEzuNTAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2O2O

BIS MILLAHIRRAHMANIRRAHI M
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PEI{YAYANG

ATAS RaHITaeT ALLAH YANG MAT-Ia KUASA

Menimbang

BUPATI ACEH UTARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentue.n Pasal 104 ayat {21
Pbraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 86 Tahun zAfi tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengencialial dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangun€Ln Jangka
PanjaRg Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan riencana Pembanllunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jimgka
Menengah Daerah, dan Rencana Keria Pemerintah Daerah
maka perlu menetapkan Peraturan Bulrati Aceh Utara terntang
Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten A :eh Utara Tahun 2O2O;

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Ka rupaten - Kabupaten
dalam lingkungan Daerah Pro.;i rsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik lndonesii, Tahun 1956 Nonror 58
dan Tambahan l,embaran Negara Rel,ublik Indonesia Nomor
toe2);

2. Undang-Undang Nomor 28 'l'a nun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang B -: sih dan Bebas dai-i
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (l,ern )erran Negara Republik
Indonesia tahun 1999 Nomor 75 ci;r Tambahan l,emba_ran
Negara Republik Indonesia Nomor 3Sl: 1);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2lO3 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik indonesia tahun 2oo3
nomor 47, Tambahan Lembaran Neg;.ra Repubtik Indonesia
Nomor a287|;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun ZOO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasion r1 (tembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2oo4 N omor 104 Tamtrahan
l,embaran Negara Republik Indonesier {omor +a2\;

Mengingat :
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5. Undang-Undang Nomor 33 'f:r run 2OO4 terrtang
Perimbangan Keuangan antara l)t merintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (t embaran Neg'ra Republik Indonesia
Tahun 20O4 Nomor 126, Tambai:.rn l,embaran N egara
Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 1 1 'l a run 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (l.embaran Neg.a -a Republik Indt, rtesia
Tahun 2006 Nomcr 62 darl Tamba ran kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun :007 tentang Rencana
Pembangunan Jalgka Panjang Nasjr nal Tahun 2OO5 2025
(L,embaran Negara Republik Indonc's a Tahun 2007 Nomor
33, Tambahal Lrmbaran Negara Rtpublik Indonesia Nomor
4700\;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 te nta-ng

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lemi raran Negara Republik
indonesia Tahun 2005 Nomor i40 cla-r fambahan irm baran
Negara Republik Indonesia Nomor 4378);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri N.rmor 13 Tahun 20O6

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri N cmor 2 1 tahun 201 1

tentang Perubahan Kedua atas Per rturan Menteri I )alam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

1O. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 86 tahun 2O17
tentang Tata Cara Perencanaan, Penilendalian dan Ev:rluasi
Pembangunan Daerah, Tata. Cara Evaluasi Rancarngan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan J:rngka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah serta Tata Carr Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rerrcana
Pembangunan Jangka Menengah Dar.rah dan Rencana Kerja
P€flerintfi Daerah (Berita N€gara Reuublik Indonedia l'ahun
2017 Nomor 1312);

I 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri N rmor 3 I Tahun 2O I 9
tentang Pedoman Penyusunan Rerrr ana Ke4'a Pemerintah
Daerah Tahun 2O2O (tsenta Negr,ia. Republik Indt,nesia
Tahun 2019 Nomor );

12. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Mcn,'ngah Kabupaten Aceh
Utara Tahun 2Ol7 -2022 (l,embararr ,(abupaten Aceh Utara
Tahun 2018 Nomor 5);
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Menetapkan : PERATURAN BUPATI
KERJA PEMERINTAH
2020,

MEMUTUSKAN :

ACEH UTARA IENTANG RENCANA
KABUPATEN T CEH UTARA TAI{UN

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimalc,ud dengan:
1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (abupaten Aceh Utara

Tahun 2O2O yang selanjutnya disr:lrut RKPK Tahun 2O2O

adalah Dokumen Perencanaan ,'embangunan Daerah
Kabupaten Aceh Utara untuk periorlr l(satu) tahun.

2. Pemerintah Daerah adalah 13 rpati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan dae 'ah yang mem impin
pelaksanaan urusan pemerint r,r fan yang mcnjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Perangkat Daerah adalah unsul rembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Ralryat Kabup:i en Aceh Utara ,lalam
penyelenggaraan urusan pemerr-:ahan yang m,:njadi
kewenangan Kabupaten.

4. Badan Perencanaan Pembangunan i- aerah yang selanjutnya
disebut Bappeda adalah unsur pere ]cana penyelenggaraan
pemerintahan yang melaks:.r akan tugas dan
mengoordinasikan, mens;i iergikan dan
mengharmonisasikan penyusunan pengendalian, dan
evaluasi pelaksanaan rencana pemirr ngunan daerah.

5. Rencana Kerja Perangkat Daerah -\,ang selanjutnya djsebut
Renja Perangkat Daerah adalah ,iokumen perencirnaan
Perangkat Daerah untuk periode 1 (s,ltu) tahun.

6. Kebijakan Umum Anggaran Pen,lapatan dan Br:lanja
Kabupaten yang selanjutnya disebur KUA adalah dokumen
yang memuat kebijakan bidang perLdapatan, belanja, dan
pembiayaan serta asumsi yang menclasarinya untuk periode
I (satu) tahun.

7. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya
disebut PPAS adalah program priontas dan patokan batas
maksimal anggaran yang diberikrrn kepada Perangkat
Kabupaten untuk setiap program sebagai acuan <lalam
penyusunan rencana keq'a dan anggaran satuan kerja
Pefangkat Kabupateri.

Pasal 2

(1) RKPK Tahun 2O2O adalah do.rumen perencanaan
pembangunan daerah Kabupaten Aceh Utara urrtuk
periode l(satu) tahun yaitu Tahun 2Ol,O yang di mulai pada
tanggal 1 Januari dan berakhir Q1 l-rc ;ember 2O2O.

Bag. Hk/perbup 19.....



4

(2) RKPD Tahun 2O2O sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Disusun dengan sistematika sebagai lerikut:
a. BAB I pendahuluan;

b. BAB II gambaran umum kondisi c"aerahl

c. BAB III kerangka ekonomi dan ker.angan daerah;

d. BAB IV sasaran dan prioritas pem rangunan daerah;

e. BAB V rencana keda dan pendar-r.ian daerah;

f. BAB VI kenerja penyelenggraan pemerintah daerah; dan

g. BAB VII penutup;

(3) RKPD Tahun 2O2O sebagaimana rlj^naksud pada ayat (2)

sebagaimana tercantum dalam larl'riran yang merupakan
bagran tidak terpisahkan dari Peratiu m Bupati ini.

Pasal 3

RKPD Tahun 2O2O sebagaimana rl:; raksud dalam Prrsal 2
menjadi pedoman :

a. bagi Satuan Kerja Perangkat KiLl upaten (SKPK) d;rlam
Penyempurnaan Rencana Kerja iRenja SKPK) Terhun
2020;

b. dalam penyusunan dan evalu a, ri rancangan Qa nun
tentang Anggaran Pendapatan rli a Belanja Kabupaten
(APBK) Tahun 2O2O termasr.i" Kebijakan Unrum
Anggaran Pendapatan dan Br:i:'rja Kabupaten (KU-
APBK) dan Prioritas Plafon Angir, an Sementara (Pi'}AS-

APBK) Tahun Anggaran 2020 saar pembahasan derrgan
Dewan Perwakilan Ralryat Kiii; Lpaten (DPRK) ,\ceh
Utara dan SKPK dan pembaha: a r Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) SKPK.
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Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan
pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam
Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 1O Juli 2019 M

8 Dzulqaidah 1440 H

&UPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 10 Juli 201.9 M

8 Dzulqaidah 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
ATEN ACEH UTARA

4,
AZTZ

BERITA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2AI9 NOMOR 30
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